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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  49  TAHUN  2005 

TENTANG 

UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM 

PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk menjamin profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi dalam melaksanakan tugasnya, perlu ditetapkan uang 

kehormatan bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan 

Peraturan Presiden; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4359); 

4. Undang-Undang … 
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  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4379); 

  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4250); 

  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); 

  7. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim; 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI 

HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 

 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Hakim pada Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi adalah Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc yang 

diangkat dan ditugaskan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat 

Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi untuk mengadili tindak pidana 

korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 2 … 


